
PERATURAN BUPATI PINRANO 
NOMOR 9 TAHUN 2023 \, 

TENT ANG 

ORGANJSASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH 
POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANO, 

Menimbang 

Mengingal 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, dan dalam rangka mengefektifko.n 
pelaksanaan tugas dan fungsi pelatihan 
pengembangan kompetensi kerja maka perlu 
membentuk Unit Pelaksana Teknis Unit Pe\aksana 
Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinaa Petemakan 
dan Perkebunan; 

b bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
drmakaud huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Pembentukan Umt Pelaksana Teknis 
Rumah Potong Hewan pada Dinas Pcternakan dan 
Pcrkebunan. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tmgkat U di Sulawesi 
(L.cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun I 959 
Nomor 74, Tambahan L.cmbaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 1822); 

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Apamtur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indcneeia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah {l.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Pcraturan Pcmerintah Pcngganti 
Undang·Undang Nomor 2 Tahun 2022 Crpte Kerja 
menjadi Undang-Undang (l.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Admini11trasi Pemerintahan (l.embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 



Menetapkan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601), sebagrumana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraluran Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembarnn Negata Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambe.ban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t.entang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana t.elah dtubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkal Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasif1kui 
Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknia Daerah (Berita 
Negara Republik Indoneela Tahun 2017 Nomor 451); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Su11unan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah 
Kabupat.en Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG 
HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pa,al I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimakiJud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Ptnrang. 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Ke.bupaten Pinrang. 
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 



6. Dinas adalah Dinas Tenaga KeJ]a dan Transmigrasi Kabupaten 
Pinrang. 

7. Kepala Dinas ada\ah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
8. Unit Pelaksana Teknis Balar L..atihan Kerja yang sclanjutnya discbut 

UPT Balai L..atihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
9. Kepala Unit Pelaksana Tekrus yang selanjutnya disebut Kepala UPI' 

adalah Kepala Unit Pelaksana Tekms Balai L..atihan Kerja. 
10. Kelompok jabatan fungsrcnel adalah kelompok jabatan fungsional 

pada UPI' Balai Latihan Kene. yang melakukan kegiatan Teknis sesuai 
keahlian dan keterampilan masing-masing; 

11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
12. Ura.tan tugas adalah papa.ran atau bentangan atas semua tugas 

jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang 
jabatan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 

Pa,al 2 
(!) Dengan pcraturan Bupati ini dibentuk Rumah Potong Hewan, Kelas A, 

pada Dinas Petemakan dan Perkebunan. 
(2) UPI' Rumah Polong Hewan dip1mpin oleh seorang Kepala UPT yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

( l) Susunan Organisasi UPI' Rumah Po tong Hew an terdiri alas: 
a. Kepala lWI'; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTsebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan ba.gian tidak tcrpisahkan 
Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
nJGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS 

Bagian Kcsatu 
Kepala Rumah Potong Hcwan 

Pasal 4 

(I) Kepala UYf scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (II huruf a 
mcmpunyai tugas mcmimpin, melakukan koordinasi, pcngawasan dan 
pcngcndalian scrta pclayanan administmsi dalam pcnyelenggaraan 
kcgiatan di bidang Pemotongan Hcwan di wilayah kerjanya. 

(2) Uraian Togas Kcpala UPT scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mcliputi: 
a. mclakukan pcnyiapan bahan pcnyusunan program Rumah Potong 

Hew an; 
b. merumu3kan, mcnctapkan dan mengcmbangkan visi dan misi 

Rumah Potong Hewan; 



c. menyusun standar opcrasional prosedur sesuai uraian tugas clan 
meiakukan evaluasi standar operasional pro&edur setiap tahnnya; 

d. merumuskan, menet.apkan dan mengembangkan tujuan Rumah 
Potong Hcwan; 

e. melakukan penjabaran dan menyebarluasan kebijakanKepala 
Dinas Peternakan dan Perkebunan baik melalui surat edaran, 
nota maupun media lain agw- semua program dapat bcrJalan 
sccarasinkron dan baik; r. mclakukan pembinaan sanita.Si dan higienis tempat f lcios 
pcnjualan daging; 

g. melakukan pcngendalian pemotongan ternak betia produktif; 
h. mengevaluasi penyerapan anggaran, laporan- laporan 

pclaksanaan program sebagai bahan laporan penanggung 
jawaban kepala UPT RPH; 

1. menginventarieaei dan mengkaji permasalahan yang bcrhubungan 
dengan bidang tugasnya serta pcmccahan masalah; 

J· melaksanakan monitoring, evaluasi clan pclaporan pclaksanaan 
program kegiatan Rumah Potong Hewan; 

k. mcnilai prcst.asi kcrja etal dalam rangka pcmbinaan dan 
pcngcmbangan karir;dan 

I. mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan olch pimpinan sesuai tugas 
dan fungsmya. 

Bagian Kcdua 
Subbagian Tat.a Use.ha 

Pasal 5 

Pl Subbagian Tat.a Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (JI 
huruf b dipimpin olch Kepala Subbagian Tat.a Usaha yang mcmpunyai 
tugas memimpin, melakukan koordinasi, pcngawasan dan 
pengendalian sena pelayanan admrmetraat dalam penyelenggaraan 
kcgiatan dibidang Pcmotongan Hew an di wi.layah kerjanya. 

(21 Unuan Tugas Kcpala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) meliputi: 
a melakukan penyiapan bahan pcnyusunan program kerja Rumah 

Potong Hewan; 
b. mclakukan pcnyusunan rcncana, program dan anggaran Rumah 

Potong Hc:wan; 
c. mcrumuskan, menc1.apkan dan mcngcmbangkan visi dan misi 

Rumah Potong Hcwan; 
d. mcnyusun standar operasional prosedur sesuai uraian tugas dan 

mclakukan evaluasi standar opcrasiona1 prosedur setiap tahnnya; 
e. mclakukan urusan pembukuan, vc:rifikasi, pcnghitungan anggaran 

dan pcrtanggungjawaban anggaran Rumah Potong Hewan; 
f. melakukan urusan kcpcgawaian dan pengcmbangan pcgawai di 

lingkungan Rumah Potong Hewan; 
g. mclakukan pcnyclcnggaraan admimstrasi kcpcgawalllll; 
h. mclakukan pcngclolaan administrasi keuangan; 
i. mclakukan pcnycdiaan, mengelola dan invcntarisasi &erta 

pcrawatan pcrlengk.o.pan kantor; 
J· mclakukan fungsi koordinasi dalrun mclaksanakan kcgiatan 

kordinasr internal (lintas program); 
k. me\akukan urusan percncanaan program, kcpcgawaian, kcuangan 

invcnt.aris pcrlengkapan serta sarana dan prasarana pcnunjang 
kegtatan RPH; 

I. menyusun laporan hasil pcnyclenggaraan pcmotongan hewan; 



m. melaksanakan pendataan dan penagihan t.erhadap wajib rctribusi 
dalam upayah meningkatkan Pcndapatan Asli Daerah (PAD); 

n. mcnyetor hasil pengclolaan pcnyclenggaraan basil pclaksanaan 
tugasnya kepada Kepalo. UPT RPH; 

o. menginventar1sasi dan mengkaji pcrmasalahan yang bcrhubungan 
dengan bidang tugasnya serta pemecahan masalah; 

p. mclaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
program kegiatan Rumah Potong Hewan; 

q. menilai prcstasi kerja star dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir,dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan scsuai 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal6 

(I) Kelompok Jabata.n Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 
da1am Pasal 3 ayat (II huruf c, mempunyai tugas melakukan scbagian 
tugas tcknis tertentu yang telah ditetapkan bcrdasarkan ketentuan 
peraturan perundang·undangan. 

(2) Pcngangkatan jabatan fungsional dan pelaksana pada UPT 
dilaksanakan berdasarkan hasil analisia kebutuhan dan ronnasi, sena 
sesuai dengan kctcntuan pcraturan pcrundang-undlll\gan. 

BABV 
TATA KERJA 

Bagian Kesa.tu 
Pclaksanaan Togas dan Fungsi 

Pasal 7 
(1) Kcpala UPT dalam mclaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 

kebjjakan umum yang ditctapkan olch Bupati Pinrang sesuai dcngan 
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(2) Kcpala UPT dalam mclaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 
kcbijakan umum yang ditctapkan olch Bupati scsuai dcngan kctcntuan 
pcraturan pcrundang-undangan 

(3) Kcpala UPI' dan Kcpala Subbagian dalam lingkungan UPT 
mengcmbangkan koordinasi dan kcrjasama dcngan instansi 
pcmcrintah/swasta tcrkait dalam rangka mcmngkatkan kincrja dan 
mcmpcrlancar pclaksanaan tugas dan fungsi Dinas. 

Bagian Kedua 
Pengendalian, Evalua.si, Pelaporan dan Pengawasan 

Pa,al 8 
(l) Kcpala UPT dan Kcpala Subbagian dalam mclaksanakan tugasnya 

mclakukan pcngendalian dan evaluaet serta melaksanakan rapat 
koordinasi sccaro berkala dan/atau scsuai kcbutuhan. 

(2) Kcpala UPT, Kcpala Subbagian, Pejabat Pungsronal, Pelaksana, clan 
eeluruh pcrsonil wajib mcmatuhi pctunjuk dan arahan pimpinan, 
scrta mcnyampaikan laporan secara berkala dan/atau seeuar 
kcbutuhan eecare tcpat waktu kcpada atasan masing-masing. 



(3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian melaksanakan pengawasan scsuai 
kctentuan peraturan perundang-undengen. 

BABVI 
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN 

Bagian Kesatu 
Kepegawaian 

Pa,al 9 

(I) Pcngangkatan, pemberhcntian pejabat dan pegawat UPT dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pcngangkatan pejabat dan pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat 
(I) harus memenuh1 standar kompetensi sesuai dengan bidang 
pemerintahan yang dnangani. 

Bagian Kcdua 
Jabatan 

Pasal 10 
(l) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan 

pengawas. 
(2) Kepala Subbsgian Tata Usaha mcrupakan jabatan struktural eseton 

IV .b a tau jabat.an pcngawas. 

BAB VJ! 
PEMBIAYAAN 

Pasal 11 

Pcmbiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ' 



(3) Kcpala UPT dan Kcpala Subbagian mclaksanakan pengawasan scsuai 
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

BABVI 
KEPOOAWAIAN DAN JABATAN 

Bagian Kesa.tu 
Kcpcgawaian ...... 

(1) Pcngangkatan, pcmberhcntian pcjabat dan pcgawai UPT dilak.sanakan 
sesuai dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(2) Pcngangkatan pcjabat dan pcgawai scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus mcmcnuhi standar kompctcnsi scsuai dcngan bidang 
pemcnntahan yang ditangani. 

Bagian Kcdua 
Jabatan 

PasaJ 10 
(1) Kcpala UPT mcrupakan jabatan struktural csclon IV.a atau jabs.tan 

pcogawas. 
(21 Kcpa.Ja Subbagian Tata Usaha mcrupakan jaba.tan struktural esclon 

JV.b ataujabatan penpwas. 
BAB VII 

PEMBIAYMN 

Pasal 11 
Pcmbiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibcbankan pada Anggaran 
Pcndapatan dan Bclanja Dacre.h dan sumbcr lain yang sah dan tidak 
mengikat scsuai dcngan kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

BAB Vlll 
KETENTIIAN PENUTUP 

PasaJ 12 
Peraturan Bupati ini mulai ber\aku pada tangga] diundangkan. 
Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmerintahkan pcngundangan 
Pcraturan Bupati ini dcngan pcncmpatannya dalam Bcrita Dacrah 
Kabupatcn Pinrang 

Diterapkan di Pinrang 
pads tanggal G ]lri W"ll 
BUPATI PINRANO, 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal (; l!n 'tM) 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

AERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR ') 

\ 



LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR TAHUN 2023 
TENT ANO 
OROANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PEu.KSANA TEKNIS RU MAH 
POTONO HEWAN PADA DINA.S 
PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 

BAGAN STRUKnJR OROANISASI UPT 
RUMAH POTONO HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 

KEPALAUPf 

KEPALA 
SUBBAOIAlf TATA ....... 

KBLOIIPOK JABATAII' 
P'UlfOSIOBAL DAii' -· 

BUPATI PINRANO, 

IR"tJ!.t:,�ID 
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